
 

 

BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai 

praktik sewa kapal wisata di kawasan Pulau Mandeh Kabupaten Pesisir 

Selatan dalam perspektif hukum Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  Praktik sewa kapal wisata di Kawasan Wisata Mandeh pada umumnya 

dilakukan secara sederhana dan informal. Akad sewa-menyewa (ijarah) 

dilaksanakan secara lisan antara pemilik kapal dan wisatawan, tanpa 

adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan biasanya meliputi rute 

perjalanan, lama waktu sewa, serta besaran harga sewa yang 

disesuaikan dengan jumlah pulau yang dikunjungi dan durasi 

perjalanan. Pembayaran dilakukan secara tunai sebelum 

keberangkatan, dan dalam praktiknya tidak disertai dengan bukti 

tertulis seperti kwitansi atau tiket. 

2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kapal wisata di Kawasan Wisata 

Mandeh secara umum diwujudkan melalui penyediaan kapal, 

pengemudi kapal, serta beberapa fasilitas penunjang seperti 

pelampung dan alat snorkeling. Pemilik kapal juga memberikan 

pengarahan singkat kepada wisatawan sebelum perjalanan dimulai. 

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di 

lapangan, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah 

penumpang dengan fasilitas keselamatan yang disediakan, seperti 

pelampung yang tidak mencukupi jumlah penumpang atau dalam 

kondisi tidak layak pakai. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab 

pelaku usaha belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, 

khususnya dalam aspek keselamatan penumpang. 



 

3. Ditinjau dari akad ijarah, praktik sewa kapal wisata di Kawasan Wisata 

Mandeh secara prinsip telah memenuhi sebagian rukun dan syarat 

ijarah, seperti adanya pihak yang berakad (mu’jir dan musta’jir), adanya 

objek akad berupa manfaat kapal, adanya ujrah (harga sewa), serta 

adanya kesepakatan (ijab dan qabul). Namun, dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa penyimpangan dari syarat dan prinsip ijarah 

yang sempurna, terutama terkait dengan kejelasan manfaat, jaminan 

keselamatan, dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha sebagai pihak 

yang menyewakan. Ketidaklengkapan fasilitas keselamatan serta 

kurangnya standar pelayanan dapat dikategorikan sebagai bentuk 

kelalaian (taqsir) yang berpotensi mengubah sifat amanah menjadi 

dhaman, sehingga pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab atas 

risiko yang timbul. Dari khiyar, khususnya khiyar ‘aib, kekurangan 

fasilitas keselamatan dapat dikategorikan sebagai cacat yang 

mengurangi manfaat objek sewa. Oleh karena itu, penyewa secara syar’i 

memiliki hak untuk membatalkan akad atau meminta kompensasi 

apabila cacat tersebut tidak diberitahukan sebelumnya. Sementara itu, 

khiyar syarat belum diterapkan secara eksplisit dalam praktik di 

lapangan, sehingga akad langsung bersifat mengikat setelah 

pembayaran dilakukan. Padahal, penerapan khiyar syarat dapat 

menjadi bentuk perlindungan preventif bagi penyewa sebelum 

keberangkatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pelaku Usaha Kapal Wisata (Pemilik dan Pemandu Kapal) 

diharapkan agar lebih meningkatkan kualitas fasilitas keselamatan 

seperti pelampung, dan tali pengaman. Pelaku usaha juga perlu terus 

menjaga sikap amanah, jujur, dan profesional dalam memberikan 



 

pelayanan kepada wisatawan, serta memastikan bahwa setiap kapal 

yang disewakan telah memenuhi standar keselamatan dan 

kenyamanan. 

2. Bagi Pengunjung atau Wisatawan (Musta’jir) diharapkan agar selalu 

mematuhi aturan keselamatan yang telah disampaikan oleh pemandu 

kapal, menggunakan pelampung selama perjalanan, menjaga 

kebersihan lingkungan laut, dan menghormati masyarakat sekitar 

kawasan wisata. Wisatawan juga perlu memahami bahwa keselamatan 

dan kenyamanan selama berwisata merupakan tanggung jawab 

bersama. Serta memahami hak-haknya dalam akad sewa berdasarkan 

prinsip khiyar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

rujukan awal untuk mengkaji praktik sewa-menyewa jasa wisata dari 

perspektif hukum Islam maupun hukum positif dengan cakupan yang 

lebih luas. Penelitian lanjutan dapat mengkaji aspek perlindungan 

konsumen, tanggung jawab hukum pelaku usaha, atau perbandingan 

praktik sewa kapal wisata di daerah lain untuk memperkaya khazanah 

keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah. 
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